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MOTTO : 

“Boleh jadi kamu membenci sessuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan 

boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu: 

Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui” 

 

(QS. Al Baqarah : 216) 
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ABSTRAK 

 

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG TUGAS DAN 

WEWENANG KEPOLISIAN UNTUK MENJAGA KEAMANAN DAN 

KETERTIBAN KOTA PALEMBANG 

Oleh : 

KAROLINA APRIANTI 

Peran serta masyarakat mempunyai peran penting dalam keberhasilan 

menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk membangun pos kamling merupakan 

salah satu wujud untuk menjaga keamanan, adanya pos kamling mengajak 

masyarakat sadar memelihara keamanan dan ketertiban yang dibantu oleh  pihak 

Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut telah diatur dalam 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Tugas pokok polri. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran serta masyarakat 

dalam mendukung tugas dan wewenang kepolisian untuk menjaga keamanan dan 

ketertiban masyarakat kota Palembang. 

Penelitian ini berlokasi di Palembang dengan menggunakan jenis 

penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris 

(sosiologis). Jenis data yang digunakan adalah data primer, data skunder dan data 

tersier. Sedangkan teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan melalui proses 

studi kepustaka, internet dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah 

hasil dari wawancara, hasil analisis dipresentasikan secara kualitatif dan bersifat 

deduktif. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa : 1) Bahwa 

masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam upaya menjaga keamanan 

dan ketertiban, masyarakat harus menumbuhkan kesadaran diri untuk menjaga 

keamanan dan ketertiban, masyarakat lebih baik mendirikan pos kamling dan 

melakukan kegiatan penjagaan malam bergantian secara rutin dan gotong royong. 

2) Faktor yang mempengaruhi Kepolisian kota Palembang dalam mewujudkan 

keamanan dan ketertiban dapat disimpulkan bahwa : kurangnya sarana dan 

prasarana berupa alat transportrasi dan alat untuk mengadakan kegiatan tentang 

keamanan dan ketertiban masyarakat, kurang percayanya masyarakat kepada 

pihak kepolisian. 

Kata Kunci : Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Tugas pokok 

polri, Peran Serta Masyarakat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam 

suku, agama, dan adat istiadat yang beraneka ragam dari sabang sampai 

merauke. “Adat istiadat tersebut sangat berbeda satu sama lainnya. Sejak 

negara ini memproklamirkan kemerdekaannya maka indonesia terbentuk 

menjadi negara kesatuan dengan memiliki satu sistem hukum yang berlaku 

secara Nasional”.
1
 Yang mana sistem hukum itu merupakan salah satu alat 

pengitegrasi bangsa ini. 

Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan dimana tiap-tiap 

orang bermasyarakat wajib mentaatinya. Sistem  peraturan untuk menguasai 

tingkah laku manusia dalam masyarakat atau bangsa. Untuk itu hukum 

dijadikan sebagai Panglima dalam mengatur berbagai gerak dinamika 

masyarakat. 

Proses penegakan hukum selalu bersinggungan dengan banyak aspek 

lain yang melingkupinya. “Usaha untuk mewujudkan ide dan nilai-nilai 

selalu melibatkan lingkungann serta berbagai pengaruh faktor lainnya, oleh 

karena itu penegakan hukum bukan suatu yang berdiri-sendiri , melainkan 

suatu yang berada diantara berbagai faktor”.
2
 

                                                 
1 Zainal Abidin, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1987, Hlm. 1 

 
2
Sri Sulastri, Pluralisme Hukum dan Sistem Penyelesaian Perkara Pidana, Pustaka 

Magister Semarang, Semarang, 2016, Hlm. 9. 
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Dalam konteks yang demikian titik tolak pemahaman terhadap 

hukum tidak sekedar rumusan hitam putih, yang ditetapkan dalam berbagai 

bentuk peraturan perundang-undangan. 

Hukum selayaknya dilihat sebagai “suatu gejala yang dapat diamati 

di dalam masyarakat, antara lain melalui tingkah laku warga masyarakat. 

Itu artinya, titik perhatian harus ditujukan kepada hubungan antara 

hukum dengan faktor-faktor non-hukum lainnya, terutama faktor nilai 

dan sikap serta pandangan masyarakat, yang disebut budaya hukum 

(legal culture). Faktor-faktor non hukum, termasuk budaya hukum itulah 

yang membuat adanya perbedaan penegakan hukum antara masyarakat 

yang satu dengan yang lainnya”.
3
 

 

Peranan lembaga penegak hukum dibutuhkan baik dalam  

“penegakan hukum untuk menjaga memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat maupun memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 

untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum di dalam kehidupan 

masyarakat”.
4
 Lembaga penegak hukum merupakan lembaga penegak 

keadilan dalam suatu masyarakat, lembaga di mana masyarakat memerlukan 

dan mencari suatu keadilan. 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah salah satu 

lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab di bawah presiden. 

“Tugas pokok polri diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain memelihara keamanan 

dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.
5
 

                                                 
3
Ibid.,Hlm. 10. 

 
4
Budi Riski H, dan Rini Fathonah, Studi Lembaga Penegak Hukum, Justice Publisher, 

Bandar Lampung, 2014, Hlm. 1. 
5Ibid.,Hlm . 2. 
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Di Indonesia bahasa hukum yang digunakan untuk menyebut 

instunsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 30 

ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

merumuskan, “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara 

yang menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat bertugas,melindungi, 

mengayomi, melayani Masyarakat, dan menegakkan hukum”. 

Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis ekonomi yang 

berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan 

masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat 

dari ketidakamanan pada masyarakat  dan ketidaktertiban masyarakat. 

Dengan meningkatnya ketidakamanan sangat berpengaruh besar 

terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat 

kesejahteran yang rendah cenderung untuk tidak memperdulikan norma atau 

kaidah hukum yang berlaku. Salah satu bentuk ketidakamanan yang sering 

terjadi di masyarakat adalah pencurian, dimana melihat keadaan masyarakat 

sekarang ini sangat kemungkinan orang untuk mencari jalan pintas dengan 

mencuri. Dari media-media massa dan elektronik menunjukkan bahwa 

seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatar 

belakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

membahas secara singkat, dan sederhana tentang PERAN SERTA 

MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG TUGAS DAN WEWENANG 

KEPOLISIAN UNTUK MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN 

KOTA PALEMBANG
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Alasan penulis membahas ini karena masih banyak masyarakat 

kurang perhatian menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga 

terkadang menimbulkan masalah yang berkepanjangan. 

B. Permasalahan 

Adapun permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah peran serta masyarakat dalam mendukung tugas dan  

wewenang kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban kota 

Palembang ? 

2. Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat bagi kepolisian dalam 

mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat kota Palembang ? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

- Ruang Lingkup pembahasan skripsi ini kami batasi pada 

permasalahan peran serta masyarakat dalam mendukung tugas kepolisian 

untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Kalaupun ada pembahasan lain 

kami maksudkan adalah bertujuan untuk menunjang tugas pokok kepolisian 

serta hal-hal yang relevan lainnya dengan pembahasan skripsi ini. 

- Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam mendukung tugas 

dan wewenang kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kepolisian dalam 

mewujudkan keamanan dan ketertiban kota palembang. 
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D. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep 

satu terhadap konsep yang lainnya mengenai masalah yang akan diteliti oleh 

penulis. Kerangka konseptual ini berguna untuk menghubungkan atau 

menjelaskan tentang suatu topik yang akan dibahas yang diharapkan dapat 

memberikan gambaran yang akan diteliti. Maka dalam uraian di bawah ini 

akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan 

dengan judul skripsi yang akan diteliti, antara lain : 

1.  “Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi 

pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban 

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan pada masyarakat”.
6 

2. Masyarakat adalah “kesatuan manusia yang hidup dalam suatu tempat 

dan saling bergaul antara satu dengan yang lain, sehingga 

memunculkan suatu aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis 

dan membentuk suatu kebudayaan”.
7 

3. “Keamanan adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya 

keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta 

terselenggarakannya perlindungan, kepada masyarakat”.
8 

                                                 
6Ibid.,Hlm. 187. 
 
7
 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta, Aksara Baru, 1979, Hlm. 157. 

 
8
 Bisrih Ilham, Sistem Hukum Indonesia, Jakarta, Grafindo Persada, 1998, Hlm.32 
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4. “Ketertiban adalah suasana yang bebas terarah, tertuju kepada suasana 

yang didambakan oleh masyarakat, ketertiban tersebut merupakan 

cermin adanya petunjuk bagi individu di dalam pergaulan hidup”.
9 

Adapun untuk mendukung teori di atas diberikan penjelasan melalui 

bagan/skema sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Ibid.,Hlm. 33 

KEAMANAN 

DAN 

KETERTIBAN 

UU. NO.2 TAHUN 

2002 TENTANG 

KEPOLISIAN 

NEGARA 

REPUBLIK 

INDONESIA UNTUK 

MEMELIHARA 

KEAMANAN DAN 

KETERTIBAN 

MASYARAKAT, 

PENEGAK HUKUM 

DAN MEMBERIKAN 

PERLINDUNGAN 

DAN 

PENGAYOMAN 

DAN PELAYANAN  

MASYARAKAT 

MEMBANTU  

MENJAGA 

MENGAMANKA

N DAN 

MENTERTIBKAN 

KOTA 

PALEMBANG 

UPAYA POLRI 
PERAN MASYARAKAT 

DIHARAPKAN DARI 

PENELITIAN INI 

DAPAT MEMBERIKAN 

SOLUSI 

PENYELESAIAN DARI 

PERAN SERTA 

MASYARAKAT DALAM 

MENDUKUNG TUGAS 

DAN WEWENANG 

KEPOLISIAN UNTUK 

MENJAGA KEAMANAN 

DAN KETERTIBAN  

k 



7 

 

 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah empiris (Sosiologis) . dimaksudkan 

adalah penelitian untuk mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya 

terjadi di lapangan. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian 

adalah masyarakat untuk diketahui bagaimanakah peran serta mereka 

dalam mendukung tugas kepolisian dalam mewujudkan keamanan dan 

ketertiban kota Palembang. 

2. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif, maksudnya adalah 

untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan tertentu yang 

berhubungan dengan peran serta masyarakat dihubungkan dengan 

tugas dan wewenang kepolisian. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dibagai menjadi dua cara yaitu : 

a. Penelitian perpustakaan yaitu meliputi : 

1. Bahan hukum primer 

 “Bahan hukum primer adalah data yang dipeoleh secara 

langsung dari sumber pertama yang terkait dengan 

permasalahan yang akan dibahas”.
10

 Atau bahan hukum yang 

mempunyai otoritas (authoritatif) yang terdiri dari peraturan 

perundang-undangan. 

 

 

                                                 
10

 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grapindo Persada, 

2006.Hlm. 30 
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2. Bahan Hukum Sekunder 

“Bahan hukum sekunder adalah data-data yang diperoleh dari 

buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. 

Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang 

diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku 

ilmiah, hasil penelitian dan sebagiannya”.
11

 
 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia. 

b. Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan metode wawancara 

terhadap beberapa orang warga masyarakat / tokoh masyarakat 

yang dianggap mewakli dan juga pihak yang terkait yaitu 

kepolisian dalam hal ini adalah Polresta Palembang. 

4. Pengolahan Data 

Pengolahan data, dilakukan dengan cara menyusun, merapikan, 

memberi penomoran, coding (memberi kode-kode) sebagai 

penjelasan, sehingga memudahkan untuk dianalisis. 

5. Analisis Data 

 Analisis dilakukan secara kualitatif artinya hasil wawancara 

yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan hasil analisis akan 

diuraikan secara sistematis dalam bentuk kalimat yang teratur 

sehingga memudahkan untuk dipahami. Metode analisis ini 

bertitik tolak dari hal-hal sersifat umum (Induktif) dan 

akhirnyaa ditarik kesimpulan dalam bentuk uraian yang 

dipersentasekan secara kualitatif yang bersifat deduktif. 

 

                                                 
11

 Marzuki, Metodologi Riset, Yogyakarta, PT. Hanindita Offset, 1983, Hlm. 56. 
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F. Sistematika Penulisan  

Penulisan skripsi ini akan disusun dalam format empat bab untuk 

mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan 

diuraikan dalam skripsi ini. 

Dengan demikian, susunan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini akan diuaikan mengenai Latar Belakang, 

Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, dan Tujuan, Kerangka 

Konseptual, Metode Penelitian yang akan digunakan dalam 

penelitian ini, serta Sistematika Penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Disini akan dijelaskan mengenai Tinjauan Pustaka yang 

meliputi pembahasan mengenai Peran serta masyarakat 

dalam mendukung tugas dan wewenang 

kepolisianuntukmenjaga keamanan dan ketertiban kota 

Palembang 

BAB III  PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan memuat mengenai uraian tentang hasil 

penelitian dari lapangan dan kajian pustaka yang diperoleh 

peneliti. 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Peran serta 

masyarakat dalam mendukung tugas dan wewenang 
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kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban kota 

Palembang 

BAB IV  PENUTUP 

Dalam bab ini akan berisi kesimpulan dan s
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